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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Sector pariwisata merupakan salah satu bidang
pekerjaan yang banyak digeluti oleh banyak orang. Sector
pariwisata merupakan pekerjaan yang banyak melibatkan
banyak orang baik secara langsung maupun tidak langsung.
Suatu destinasi wisata dapat membuka peluang usaha di
daerah tersebut. Bayangkan suatu destinasi wisata akan
membuka peluang pekerjaan seperti pemandu wisata, jasa
penginapan, jasa transportasi, restaurant, toko souvenir dan
pelaku wisata lainnya yang mendukung pergerakan
ekonomi di daerah wisata tersebut. Banyak peluang usaha

yang tumbuh dengan destinasi wisata yang potensial.

Pemerintah masih terus berusaha mengembangkan
pariwisata Indonesia terutama dengan mengembangkan
wisata baru. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah
adalah dengan mendukung program 10 Bali baru untuk
mendukung terciptanya 10 tempat wisata yang potensial
dan popular. Pemerintah telah memulai program 10 Bali
baru diantaranya yaitu Danau Toba (Sumatera Utara),
Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung
(Banten), Kepulauan Seribu dan Kota Tua (DKI Jakarta),



Borobudur (Jawa Tengah), Bromo Tengger Semeru (Jawa
Timur), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo
(Nusa Tenggara Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara),
dan Morotai (Maluku Utara).

Pemerintah terus berusaha memberikan support
untuk pengembangan wisata di Indonesia ditengah
pandemic yang masih belum kunjung usai. Berdasarkan
bisnis.tempo.co (2021) pemerintah melalui Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi meningkatkan dana bantuan
dalam bentuk hibah untuk sector pariwisata. Pada tahun
2020 pemerintah memberikan bantuan untuk sector
pariwisata terdampak yaitu sebesar Rp 2,2 triliun dengan
distrubusi bantuan untuk bidang perhotelan sebesar 6.700
dan restoran sebanyak 7600. Bantuan ini sebagai wujud
bentuk dukungan pemerintah melalui Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi untuk pelaku usaha yang

terdampak pandemic Covid-19.

Bisnis.tempo.co (2021) menyebutkan bahwa
pandemic covid-19 sudah setahun sejak kasus pertama
ditemukan. Kondisi ini membuat prihatin pelaku usaha
sector pariwisata seperti destinasi wisata yang ada di Bali,
Jawa Tengah seperti Borobudur dan tempat wisata lainnya.
Bantuan ini diharapkan mampu membangkitkan kembali

semangat pelaku usaha untuk mengembangkan usaha yang
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selama ini menjadi sumber pendapatan. Sector pariwisata
sangat terdampak secara langsung karena pembatasan
kerumunan dan berlakunya pembatasan warga di luar

rumah.

Berdasarkan bisnis.tempo.co (2021), akibat dari
pandemic covid-19 sangat berdampak bagi sector
pariwisata yang mengakibatkan 50 juta pekerjaan hilang.
Orang yang selama ini bergantung pada sector pariwisata
harus hilang pekerjaan akibat dari tidak bergeraknya sector
pariwisata. Kondisi pandemic covid-19 yang masih
bergejolak dan memakan korban menjadi penyebab
melambatnya seluruh aktivitas ekonomi terutama
pariwisata. Masih berdasarkan sumber yang sama Kawasan
Asia merupakan yang paling terdampak akibat dari
pandemic covid-19 jika di bandingkan dengan negara-

negara di benua lainnya.

Negara ASEAN sebagai negara-negara yang
terdampak sebenarnya sudah melakukan banyak upaya
meskipun kondisi dikawasan ASEAN masih belum
kondusif akibat pandemic Covid-19. Upaya pencegahan
dimasing-masing negara terus diupayakan terutama
percepatan terhadap pendistribusian  vaksin  bagi

masyarakat umum.



Grafik 1.1 Jumlah Kasus Positif COVID-19 di Negara
ASEAN + 3 Region

Sumber: Our World in Data, August 1 2020

World Health Organization pada Maret 2020
mengumumkan bahwa pandemic covid-19 sebagai salah
pandemic global. Berdasarkan pada graph 1 terlihat bahwa
Indonesia mengalami peningkatan tajam korban pandemic
covid-19. Indonesia merupakan nomor 1 terbanyak koban
pandemic covid-19 dikawasan ASEAN. Indonesia terus
membuat kebijakan untuk mengurangi dampak buruk

akibat dari pandemic covid-19 (World in data, 2020).

Pandemic covid-19 memang meberikan efek yang

sangat luar biasa seperti ketidakpastian bahkan hingga saat



ini sudah setahun lebih sejak kasus pertama di umumkan
masih belum ada kepastian tentang kapan pandemic covid-
19 akan selesai. Saat ini banyak negara berusaha untuk
mengurangi pandemic covid-19 dengan mulai melakukan
pemberian vaksin secara massal. Hampir semua negara
sudah mendistribusikan vaksin untuk mengurangi dampak
yang akan lebih bahaya akibat dari pandemic covid-19.
Masyarakat dunia secara bersama-sama mengurangi
mengurangi korban akibat dari pandemic covid-19 dengan

mempercepat proses pemberian vaksin secara massal.

Pandemic covid-19 yang tidak kunjung selesai
terus membuat peluang kerja masih tersendat terutama
disektor pariwisata. Jumlah kematian yang masih tinggi
akibat panedmi Covid-19 masih menjadi penghalang
dibukanya pariwisata lebih bebas. Angka kematian yang
tinggi menandakan kondisi Indonesia yang masih harus
sangat waspada terhadap pandemic Covid-19. Pemerintah
masih sangat ketat memberlakukan kelonggaran aktivitas
manusia diluar rumah akibat dari data yang menunjukkan
tidak baiknya kondisi Indonesia saat ini. Sector pariwisata
masih harus sedikit bersabar tidak hanya di Indonesia tapi
juga seluruh dunia akibat dari kondisi yang belum

kondusif.



Grafik 1.2 Jumlah Kasus Kematian Akibat COVID-19

di Negara ASEAN + 3 Region

Sumber: Our World in Data, August 1 2020

Pada Grafik 2 dapat kita lihat bahwa seluruh negara
ASEAN mengalami jumlah kematian yang sangat tinggi.
Indonesia merupakan negara dengan jumlah kematian yang
paling tinggi di antara negara ASEAN. Menjadi catatan
khusus bahwa Indonesia sempat mengalami jumlah
kematian akibat dari pandemic Covid-19 yang selama ini
diprediksi berasal dari China. Kasus pandemic Covid-19
pertama mencuat di Kota Wuhan China pada tahun 2019
dan terus mengalami penyebaran yang sangat masiv ke
berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Kasus perrtama diumumkan di Indonesia pada maret 2020



dan terus mengalami peningkatan jumlah positif dan

jumlah kematian akibat dari pandemic Covid-19.

Grafik 1.3 Jumlah Kedatangan Turis Mancanegara
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Sumber: Our World in Data, August 1 2020

Berdasarkan grafik 3 dapat dilihat bahwa tren
kunjungan wisatawan asing untuk masuk ke negara
ASEAN memang mengalami penurunan yang sangat
significant. Jika dilihat pada data 1 Maret 2020 seluruh
negara ASEAN mengalami penurunan bahwan tidak ada
wisatawan asing yang masuk ke negara-negara ASEAN.
Beberapa negara memberlakukan penutupan bahkan tidak
menerima wisatawan asing. Seluruh negara ASEAN
pernah memberlakukan penutupan kedatangan wisatawan
asing. Penutupan wisatawan asing secara total

diberlakukan untuk mengurangi penyebaran pandemi
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Covid-19. Krisis pandemi Covid-19 di dunia khususnya di
negara-negara ASEAN memang memberikan dampak
ekonomi yang sangat parah sehingga semua negara
mengambil langkah preventif untuk mengurangi
penyebaran pandemi Covid-19 dengan melakukan
penutupan wisatawan asing masuk ke negara mereka

termasuk Indonesia.

Pelemahan pengunjung atau wisatawan asing
akibata banyak negara memberlakukan pembatasan
penerbangan terutama penerbangan internasional yang
dianggap bisa mebawa pandemi Covid-19 masuk ke negara
tersebut. Kondisi ini membuat wisatawan mengalami
penurunan yang sangat signifikan bahkan berdasarkan data
yang tersaji pada grafik 3 pada bulan juli hanya 1 %
kedatangan turis dari jumlah pengunjung yang ada pada
bulan januari. Data ini memberikan bukti bahwa memang
sangat berdampak sekali terhadap masyyarakat yang

memang sumber mata pencahariannya di sektor pariwisata.

Pemerintah sangat konsern untuk memperbaiki
kondisi yang semakin tidak terkendali terutama Ketika
jumlah kematian akibat pandemic Covid-19 mengalami
lonjakan yang sangat tinggi bahkan mengalahkan jumlah
kematian akibat pandemic Covid-19 di negara China.

Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas sector untuk
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membendung jumlah korban dari pandemic Covid-19 yang
belum menunjukkan penurunan secara signifikan. Penting
bagi semua pihak untuk menahan diri untuk mengurangi
penyebaran pandemic Covid-19 yang masih terus

bertambah.

Kondisi yang tidak kondusif sampai sekarang
memang membuat perekonomian masyarakat mengalami
penurunan. Semakin hari dengan kondisi yang belum
kondusif menambah korban yang mengalami kesulitan
secara ekonomi. Pemerintah terus melakukan berbagai
upaya untuk mencegah bertambahnya korban dari
pandemic Covid-19. Salah satu cara yang diambil adalah
dengan melakukan pembatasan bahkan melakukan
penutupan tempat wisata yang merupakan sumber
pendapatan masyarakat. Kondisi pembatasan ini memang
tidak hanya di Indonesia tapi juga di beberapa daerah di

dunia.

Kondisi yang tidak menguntungkan ini membuat
hilang peluang kerja di sector pariwisata akibat dari
pandemic covid-19 merupakan hal yang wajar akibat dari
banyaknya  negara-negara  yang  memberlakukan
pembatasan penerbangan di berbagai negara. Penutupan
atau pembatasan juga berlaku di Indonesia. Sebagai salah

satu cara menanggulangi tingginya korban pandemic
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covid-19 memang Indonesia sebagai negara yang
mengalami korban yang masih sangt tinggi hingga saat ini.
Kebijakan dilakukan untuk mengurangi dampak yang lebih

besar bagi masyarakat akibat dari pandemic Covid-19.

Pemerintah sempat dihadapkan dua pilihan yang
sangat berat yaitu pemerintah mengutamakan Kesehatan
atau ekonomi masyarakat. Keduanya merupakan sangat
penting yang tidak gampang untuk dipilih salah satunya.
Pemerintah  bisa  mengambil  kebijakan  dengan
mengutamakan kesehatan tapi akan mengalami masalaha
baru dengan buruknya ekonomi masyarakat. Ekonomi
masyarakat akan terpuruk dengan tidak diperbolehkannya
melakukan kegiatan ekonomi. Dan sebalikany jika
pemerintah mengutamakan ekonomi maka semakin banyak
korban yang akan berjatuhan akibat dari penyebaran
pandemic Covid-19 karena pasti membebaskan masyarakat

beraktivitas di luar rumah.

Pemerintah akhirnya mengambil jalan tengah
dengan tetap memperbolehkan melakukan kegiatan
ekonomi diluar rumah dengan tetap memperhatikan
kesehatan dengan mentaati protocol kesehatan. Pemerintah
tetap memperbolehkan kegiatan ekonomi dengan Batasan-
batasan tertentu sehingga tidak akan mengganggu

perekonomian masyarakat secara menyeluruh walaupun
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pasti akan mengalami penurunan akibat pandemic Covid-
19. Kebijakan yang diambil setidaknya dapat memberikan
masyarakat kesempatan untuk melakukan kegiatan

ekonomi diluar rumabh.

Kegiatan pariwisata merupakan terahir yang diiizin
untuk dapat melakukan aktivitas karena kegiatan wisata
dianggap tidak terlalu urgent dibanding bidang lainnya.
Pariwisata tetap menjadi perhatian pemerintah karena
banyak masyarakat yang mengantungkan ekonominya
pada sector pariwisata. Banyak tempat wisata di Indonesia
bahkan dunia mengalami masalah akibat dari pembatasan
oleh pemerintah. Pembatasan dianggap salah satu solusi
untuk bisa menurunkan korban pandemic Covid-19 karena
dengan tidak adanya kontak fisik antar masyarakat dapat

mengurangi jumlah korban pandemic Covid-19.

Karimunjawa sebagai salah satu destinasi juga
mengalami penutupan sementara akibat dari pandemic
Covid-19. Pada masa pandemic Provinsi Jawa Tengah
berada pada zona merah dan pulau Karimunjawa masih
tetap zona hijau. Salah satu alasan pemerintah melakukan
penutupan terhadap pulau Karimunjawa adalah untuk
menjaga status tetap berada pada zona hijau. Setelah

melakukan koordinasi akhirnya pemerintah membuka

11



pulau karimunjawa untuk wisatawan dengan tetap

memperhatikan protocol kesehatan.

Masyarakat Karimunjawa yang mengantungkan
mata pencahariannya pada sector pariwisata tetap
berkoordinasi untuk pembukaan pulau karimunjawa untuk
wisatawan. Masyarakat yang selama ini mengandalkan
pariwisata banyak yang harus beralih profesi karena
pengunjung tidak diperbolehkan masuk ke Karimunjawa
bahkan yang sedang berada di Karimunjawa harus segera
keluar dari Karimunjawa. Langkah ini diambil sebagai
antisipasi ~ penyebaran  pandemic = Covid-19  di
Karimunjawa. Masyarakat Karimunjawa mengalami
penurunan pendapatan dibidang sektorv pariwisata karena
masyarakat yang selama ini memiliki usaha penginapan,
rumah makan, tempat wisata dan fasilitas penunjang
lainnya untuk wisatawan harus ditutup dimasa pandemic.

Gambar 1.1 Petugas Melakukan Pengecekan Pengunjung
Karimunjawa

12



Sumber: Dokumentasi penulis, 2020

Kondisi pengunjung di Pelabuhan Karimunjawa
saat pembukaan hari pertama setelah berbulan-bulan
ditutup untuk pengunjung. Terlihat jelas bahwa seluruh
pengunjung diwajibkan mentaati protocol kesehatan, di
check suhu badannya dan wajib menunjukkan bukti bahwa
negative dari pandemic Covid-19. Petugas dari berbagai
elemen juga terlihat seperti dinas kesehatan, kepolisian,
TNI dan pemerintah setempat memantau pengunjung
dihari pertama pembukaan Karimunjawa setelah ditutup

berbulan-bulan.

Pada pelaksanaan pembukaan Karimunjawa untuk

wisatawan juga melibatkan banyak pihak. Berkoordinasi
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untuk mensukseskan pembukaan wisatawan dan tetap
menjaga Karimunjawa bebas dari pandemic Covid-19.
Pengunjung yang mendarat sangat diperhatikan dengan
sangat ketat. Pemerintah sangat konsern untuk tetap
memperhatikan ekonomi masyarakat dan kesehatan yang
kapan saja bisa mengancam masyarakat sekitar yang ada di

Karimunjawa.

Kondisi yang kondusif saat sebelum pembukaan
pulau Karimunjawa bagi wisatawan memang sangat
penting untuk diperhatikan mengingat kebanyakan daerah
di sekitar Karimunjawa memiliki status zona merah.
Terutama pintu masuk Karimunjawa seperti Kabupaten
Jepara dan Semarang. Pemerintah sangat
mempertimbangkan kondisi tersebut, pemerintah berharap
kondisi Karimunjawa yang memiliki status zona hijau
penting untuk dipertahankan apalagi Karimunjawa jauh
dari fasilitas utama pemerintah karena berada pada pulau

terpisah.

Kondisi Karimunjawa yang terus dalam pantauan
bagi pengunjung dengan seleksi yang sangat ketat untuk
menjaga kondisi dengan status zona hijau memang
dibutuhkan kerja sama berbagai pihak. Kerja sama pelaku
wisata, pemerintah, satuan tugas Covid-19 dan apparat

keamanan dan kerja sama dengan wisatawan. Seluruh
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stakeholder secara bersama-sama menjaga kekondusifan
Karimunjawa terutama setelah beberapa bulan ditutup

untuk wisatawan atau pengunjung.

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar belakang diatas ingin dilihat bagaimana peran
serta setiap stakeholder untuk menjaga keberlanjutan

wisata di Karimunjawa
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pariwisata

Peningkatan jumlah destiasi pariwisata menjadikan
bidang pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang
memberikan sumbangsih besar bagi pembangunan
ekonomi nasional. Menurut WTO (dalam Bruce, 2013),
pariwisata merupakan kegiatan individu atau kelompok
yang melakukan perjalanan menuju dan tinggal pada suatu
daerah tujuan di luar lingkungan kebiasaannya.
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan
yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,
pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya
tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.

Pariwisata merupakan perjalanan dari suatu tempat
ke tempat lainnya yang bersifat sementara, pelaku
perjalanan tersebut dapat disebut wisatawan sedangkan
tempat yang dituju disebut dengan destinasi wisata
(Simanjorang et al., 2020). Pariwisata merupakan atraksi
yang memiliki banyak komponen penunjang dan fasilitas

perjalanan seperti perhotelan, kuliner, dan tempat souvenir,
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sehingga berdampak terhadap pertumbuhan bidang lain
seperti pertanian, industri, dan transportasi (Risanti &
Winarni, 2018).

Keindahan alam Indonesia menjadi salah satu
keunggulan kompetitif bagi negara yang dapat
dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi secara cepat
dan merata. Pengembangan wisata supaya memiliki daya
saing, maka setiap destinasi berpacu untuk menyediakan
kualitas pengalaman dan nilai terbaik bagi para wisatawan
dengan ketersediaan produk wisata yang baik. Produk
wisata adalah seluruh fasilitas yang dibutuhkan
pengunjung selama melakukan kegiatan wisata (Persada,
2015). Ketersediaan produk wisata ini melibatkan
dukungan banyak pihak yang saling berkoordinasi dalam

pengembangan pariwisata.

2.2 Stakeholders Pariwisata

Stakeholder merupakan individu atau kelompok
yang terlibat aktif dalam suatu kegiatan yang dipengaruhi
oleh dampak negative dan positif dari hasil kegiatan
tersebut (Hidayah et al, 2019). Para pemangku
kepentingan ini terlibat untuk melakukan pengembangan
dalam suatu kegiatan yang memiliki pengaruh serta

kepentingan masing-masing sesuai dengan bidang yang
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dikembangkan. Terdapat tiga unsur yang digunakan untuk
mengidentifikasi stakeholders yaitu unsur kekuasaan,
legitimasi, dan urgensi sehingga dapat memnentukan
sejauh mana stakeholders memiliki arti atau pengaruh
penting (Saputra, 2020).

Menurut Junaid (2019), stakeholders pariwisata
adalah individu atau kelompok yang memiliki ketertarikan
terhadap pengembangan pariwisata serta mendapatkan
dampak dari adanya pelaksanaan kebijakan pariwisata
pada daerah atau destinasi wisata. Aas, C. et al., dalam (F.
T. Putri, 2019) mendefinisikan stakeholders pariwisata
sebagai orang atau sekelompok orang yang terlibat,
tertarik, dan terpengaruh oleh adanya pariwisata,
keterlibatan yang efektif dari stakeholders akan
mengurangi potensi konflik wisata dan membentuk
pariwisata yang berkembang.

Nugroho (2014) dalam Hidayah et al., tahun 2019,
menjelaskan bahwa stakeholders memiliki beberapa
peranan dalam kegiatan pengembangan, antara lain:

a. Policy creator, yaitu berperan sebagai pengambil

keputusan dan penentu kebijakan

b. Koordinator, yaitu berperan mengkoordinasikan

antar stakeholder yang terlibat.

18



c. Fasilitator, yaitu memfasilitasi dan menyediakan
kebutuhan kelompok sasaran
d. Implementer, yaitu pelaksana kebijakan yang
mana termasuk dalam kelompok sasaran
e. Akselerator, yaitu berperan mempercepat dan
memberi kontribusi agar kegiatan dapat berjalan
lebih cepat dari target waktu pencapaiannya.
Kerjasama yang dilakukan antar stakeholders akan
mampu menciptakan nilai tambah bagi suatu pariwisata.
Dalam bidang pariwisata, Persada (2015) menjelaskan
terdapat 5 kelompok stakeholders yang saling bekerjasama
yang dikenal dengan 5 PILAR (ABCGM) yaitu meliputi
Akademisi, Businessman, Community, Government, dan
Media
1. Akademisi
Akademisi berperan dalam berbagai bentuk
pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan
pengembangan pariwisata. Dalam pengembangan
pariwisata berbasis penelitian diperlukan komunikasi
dan kerjasama dengan pengelola destinasi wisata dan
masyarakat sekitar. Menurut Vani et al. (2020),
akademisi merupakan lembaga lain yang terlibat dalam

implementasi kebijakan melalui pelaksanaan penelitian.
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Sedangkan, Saputra (2020) berpendapat bahwa
pihak akademisi sebagai mplementer yang terlibat
langsung sebagai pelaksana kebijakan dan memberikan
masukan mengenai pengelolaan sarana wisata.
Akademisi dapat pula berperan sebagai pegajar di
bidang pariwisata, perintis sanggar budaya, dan
berbagai pembimbingan kepariwisataan lainnya
(Junaid, 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa
akademisi bidang pariwisata adalah stakeholder yang
melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, dan
pengajaran dalam bidang wisata.

2. Businessman (Swasta)

Businessman atau pihak swasta memandang
pariwisata dari segi bisnis untuk mencari keuntungan.
Pihak swasta berperan sebagai perantara wisatawan dan
masyarakat sekitar dengan menawarkan produk-produk
wisata dalam pengembangan pariwisata (Hermansyah et
al., 2008). Sedangkan, menurut Kirana & Artisa (2020),
pthak swasta memiliki peran dalam pelaksanaan
agrowisata seperti pemasaran destinasi wisata,
penyediaan jasa baik itu penginapan, resort, maupun
transportasim dan berbagai operasional kegiatan.

Vani et al., (2020) berpendapat bahwa bisnis

seharusnya =~ memanfaatkan  pariwisata  dalam
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pengembangan bisnis dengan mencapai tujuan bisnis
yaitu profit, planet, people, dan sustainability sehingga
dapat menjadikan pengembangan pariwisata seara
berkelanjutan. Peranan bisnis dalam pengembangan
pariwisata akan menguntungkan berbagai pihak apabila
dilakukan secara lestari seperti kenyamanan wisatawan,
pengembangan ekonomi masyarakat sekitar, dan
bahkan pemeliharaan lingkungan wisata
3. Community

Stakeholders ~ community adalah  kelompok
masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap wisata.
Masyarakat memiliki peran untuk mendukung pesona
pariwisata dan menyediakan jasa pariwisata dalam
bentuk ekonomi kreatif (Persada, 2015). Di satu sisi
masyarakat dapat dikatakan sebagai objek dan subjek
pariwisata dengan adanya kesadaran masyarakat.
Namun, di sisi lain masyarakat dapat menjadi kendala
pengembangan pariwisata. Maka, perlu adanya
pendampingan terus menerus dari stakeholders lainnya.

Masyarakat lokal adalah masyarakat yang
memiliki pengetahuan mengenai lingkungan wisata
sekitar berdasarkan pengalaman yang diwariskan dari
generasi ke generasi sehingga dapat dikembangkan

secara sosial dan budaya (Bruce, 2013). Menurut
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(Hermansyah et al., 2008), Masyarakat merupakan pilar
utama dalam pengembangan pariwisata karena dengan
adanya kesadaran tentang pentingnya pariwisata dan
kreatifitas maka akan menciptakan kreasi yang menjadi
daya tari pariwisata.

4. Government (Pemerintah)

Government atau sering disebut dengan
pemerintah, merupakan lembaga yang berwenang
dalam menentukan kebijakan dan peraturan. Peran
pemerintah dalam pengembangan pariwisata adalah
sebagai regulator, fasilitator, mediator, dan penyedia
prasarana (Persada, 2015). Regulasi yang diterapkan
oleh pemerintah menjadi pedoman yang jelas dan bijak
baik untuk pihak swasta maupun masyarakat.

Menurut Dwiyanto dalam (Yasintha, 2020),
government berasal dari kata govern yang berarti
memiliki peran paling besar yang terdiri dari semua
proses, peraturan, dan lembaga yang berfungsi
melakukan pengelolaan dan pengendalian masalah yang
ada dalam masyarakat. Sedangkan menurut Kirana &
Artisa (2020), pemerintah adalah pembuat regulasi,
melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan serta
mengintegrasikan program pemerintah dengan program

pengembangan pariwisata.
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5. Media

Peran media massa pada era milenial ini
merupakan stakeholders yang penting bagi pariwisata.
Vani et al. (2020), menjelaskan bahwa media
merupakan stakeholder yang berperan membangkitkan
perhatian, memprovokasikan aksi, meningkatkan
komitmen dan dukungan, serta melemahkan
penentangan yang ada pada bidang pariwisata. Media
adalah stakeholder yang memiliki informasi lebih untuk
mengembangkan pariwisata dan mempromosikan
pariwisata (F. T. Putri, 2019).

Hermansyah et al. (2008) menjelaskan Peran
media memiliki keunggulan dalam menyampaikan
pesan secara efektif dengan mengkomunikasikan pesan
kepada calon wisatawan. Media terutama media online
mampu menjadi  kekuatan dan andalan dalam
memasarkan pariwisata secara cepat dan inklusif

(Persada, 2015).

2.3 Kolaborasi Stakeholders

Dalam menciptakan nilai tinggi bagi wisatawan dan

mengembangkan pariwisata, diperlukan sektor-sektor dan
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komponen yang saling bersinergi dalam satu rangkaian
(Wiyonoputri dalam Persada, 2015). John Wanna (2008),
menjelaskan kolaborasi adalah tindakan joint-working
yang melibatkan berbagai pihak, individu, kelompok,
ataupun organisasi untuk bersama-sama berusaha
mewujudkan tujuan tertentu.

Kolaborasi dikenal sebagai kerjasama dengan para
pihak baik individu maupun kelompok sebagai bentuk
komitmen kerja, kesamaan terhadap visi dan misi serta
tujuan yang diwujudkan bersama karena sulit untuk dicapai
saat pihak tersebut bekerja secara personal (Umar et al.,
2019). Galadi (2021), menjelaskan bahwa kolaborasi
merupakan suatu proses dimana pihak-pihak terlibat dalam
suatu permasalahan dari berbagai aspek dan prespektif
yang berbeda secara konstruktif dan mencari solusi
maupun pengembangan suatu kegiatan.

Ansell dan Gash (2007) berpendapat bahwa
serangkaian kolaborasi yang berjalan membentuk suatu
siklus yang saling mempengaruhi sebagai proses collactive

decision-making, antara lain sebagai berikut:
1. Dialog antar muka (face to face)
Komunikasi yang ada dalam proses kolaborasi karena

adanya proses pembentukan consensus. Komunikasi
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seringkali dilakukan melalui diskusi tatap muka (secara
langsung) yang mampu membentuk kepercayaan antar
pihak yang saling berkolaborasi dalam menyatukan
kesepahaman dan komitmen bersama.

2. Membangun kepercayaan (trust building)
Adanya kepercayaan merupakan syarat untuk
membentuk kolaborasi yang solid, membangun
kepercayaan membutuhkan waktu jangka panjang.
Kepercayaan dapat dibentuk dengan adanyanya
komunikasi yang intensif dan secara terus menerus.

3. Komitmen pada proses kolaborasi (comitmen on

process)
Komitmen merupakan komponen penting dalam
kolaborasi yang berkaitan dengan motivasi dalam diri
berbagai pihak. Komitmen dipengaruhi oleh beberapa
factor, yaitu (1) mutual recognition berkaitan dengan
pengakuan bersama; (2) joint appreciation yaitu
apresiasi bersama; (3) kepercayaan antar pihak; (4)
ownership the process atau rasa memiliki; (5)
interdependence atau saling ketergantungan. Kelima
factor tersebut akan memperkuat komitmen.

4. Pemahaman bersama (shared understanding)
Dalam pencapaian tujuan diperlukan adanya

pemahaman bersama yang dapat diartikan sebagai misi,
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tujuan, objektivitas, dan visi bersama. Pemahaman
tersebut adalah penyatuan pemikiran dan persamaan
tujuan untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman
antar pihak.

5. Dampak sementara (intermediate outcomes).
Dampak yang terjadi selama proses merupakan dampak
sementara yang menghasilkan profit yang diharapkan
berdampak positif dan mendorong agar kolaborasi tetap
berada pada jalurnya. Dampak sementara ini dapat
disebut “‘small-wins”. Kemenangan kecil ini akan
meningkatkan harapan, kepercayaan, dan komitmen

pada masing-masing pihak.

2.4 Model Kolaborasi Stakeholders Pariwisata

Berbagai pihak stakeholders dalam pengembangan
pariwisata saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan
bersama meskipun dari perspektif yang berbeda-beda.
Kolaborasi tersebut membentuk model-model kolaborasi

seperti berikut ini.

1. Triple Helix
Model triple helix merupakan model kolaborasi

A-B-G (akademisi, business, dan government) untuk
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mengembangkan riset dan inovasi pada sektor
pariwisata. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh
Etzkowit & Leydesdorff tahun 1995. Model triple helix
ini mampu meningkatkan inovasi pada industri kreatif
pariwisata dengan tetap memperhatikan ekosistem
berbasis riset. Kreativitas dan pengetahuan yang ada
akan memberikan nilai tambah bagi suatu destinasi
wisata.

Menurut Rozikin & Ap (2019), akademisi
merupakan pemberi masukan dan pengetahuan,
sedangkan business atau pihak swasta adalah industri
yang menjadi memanfaatkan pengetahuan, dan
pemerintah adalah fasilitator untuk menjaga stabilitas
interaksi akademisi sebagai pemberi pengetahuan dan
pihak swasta sebagai pemanfaat pengetahuan.

Bruce (2013) menjelaskan akademisi diwakili
oleh perguruan tinggi yang bergerak sebagai lembaga
riset, melaksanakan pendampingan, dan pelatihan untuk
mencerdaskan dunia usaha dalam memahami sektor
kepariwisataan. Pemerintah memberikan fasilitas untuk
mengelola standarisasi produk wisata, mendampingi
pihak swasta, serta menciptakan regulasi untuk
menjamin mutu produk wisata. Dalam model triple

helix, business adalah tempat dunia usaha untuk
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melakukan pengelolaan laba atas upaya pengembangan
pariwisata dengan cara produksi dan pengelolaan usaha
berdasarkan hasil riset dari akademisi.

Sedangkan, menurut Wahyuni et al., (2017),
Pihak swasta merupakan core dari pengembangan,
peran serta dan kreativitas pihak swasta akan
menentukan keberhasilan pengembangan. Pemerintah
berperan sebagai inisiator atas pembentukan desa wisata
yang memberi support berupa regulasi, infrastruktur,
sarana, serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan
akademisi adalah pusat dari perubahan baik itu pola
pikir, pengetahuan, inovasi, dan teknologi tanpa
menghilangkan unsur kearifan lokal

2. Quadruple Helix

Pengembangan dari model triple helix adalah
quadruple helix. Model ini mengintegrasikan peran
pihak swasta, pemerintah, akademisi, dan masyarakat
untuk melakukan pengembangan pariwisata termasuk
desa wisata. Kolaborasi antara akademisi, pthak swasta
pengusaha, pemerintah, dan dukungan masyarakat akan
mampu meningkatkan industri kreatif pada sektor
pariwisata dengan meningkatkan kreatifitas dan inovasi

(Setyanti, 2018).
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Seperti yang telah dijelaskan oleh Etzikowits
(2008), akademisi memiliki peran dalam pengembangan
inovasi dengan cara melakukan transfer pengetahuan
kepada pihak swasta. Pihak swasta kemudian
menggunakan pengetahuan yang ada untuk mendorong
kreatifitas dalam dunia wusaha didukung dengan
pemerintah sebagai perumus kebijakan. Quadruple
helix lebih relevan karena melibatkan masyarakat untuk
membangun budaya yang sadar akan pentingnya wisata
yang mana perlu didampingi oleh pihak swasta,
akademisi, dan pemerintah (Imron, 2020)

Sedangkan menurut (Mulyana, 2015), peran
akademisi dalam konteks industri kreatif adalah
menerapkan ilmu yang mencakup budayawan, seniman,
pendidik, pelopor sanggar budaya, dan kelompok studi
ataupun peneliti. Ilmu tersebut didukung dan
dimanfaatkan oleh peran pihak swasta dalam
menyediakan fasilitas wisata. Proses inovasi dalam
quadruple helix ini diarahkan kepada masyarakat pada
sisi konsumsi produk pihak swasta. Pemerintah dalam
model ini berperan sebagai pendorong inovasi melalui
undang-undang, pembinaan, monitoring, dan bantuan.

3. Penta Helix
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Penta helix merupakan perkembangan dari triple
helix dan quadruple helix. Terdapat 5 pihak yang
berkolaborasi menjadi 5 pilar ABCGM (akademisi,
businessman, community, government, dan media).
Kunci utama kesuksesan model penta helix adalah
adanya sinergisitas dan komitmen kuat dari para
stakeholders yang mana dapat digunakan untuk
mengelola pariwisata yang bersifat kompleksitas
(Rozikin & Ap, 2019).

Menurut Aribowo dalam Resa, optimasi peran
akademisi, businessman, community, government, dan
media dalam system kepariwisataan akan mampu
menciptakan kualitas kegiatan, pelayanan, fasilitas, dan
penciptaan pengalaman serta nilai manfaat pada
masyarakat dan lingkungan sekitar. Pihak kelima adalah
media massa yang mampu menarik perhatian dan
komitmen wisatawan baik melalui media cetak, internet,
maupun media lainnya.

Menurut Yuningsih et al., (2019), pemerintah
memiliki peran legalisasi, kontroling, legislative, dan
peradilan yang diwujudkan oleh adanya lembaga
pemerintah.  Akademisi memiliki peran untuk
melaksanakan program penelitian sebagai implementasi

dari kebijakan pemerintah. Kemudian, konsep yang
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dihasilkan oleh akademisi dimanfaatkan oleh bisnis
untuk mengembangkan kreatifitas dengan profit
oriented. Masyarakat termasuk komunitas berperan
mempengaruhi peraturan dengan memberikan masukan,
mempromosikan, dan memberi ide pengembangan
budaya. Dalam proses kolaborasi, media masa memiliki
peranan mempublikasikan informasi pariwisata.

Pihak kelima atau media sebagai pelengkap
kolaborasi sehingga menjadi lebih relevan memiliki
peranan untuk mempromosikan pariwisata. Peran media
dapat memudahkan akses informasi bagi akademisi,
penghubung pemerintah dengan stakeholders lainnya,
mempromosikan industri untuk menarik perhatian
pengunjung, dan mempublikasikan berita positif yang
mampu mengembangkan pariwisata.

4. Collaborative Governance

Peran penting untuk mengembangkan pariwisata
bukan hanya ada pada pihak pemerintah, namun
peranan seluruh pihak terkait dalam pariwisata
dibutuhkan untuk mengembangkan pariwisata yang
berkelanjutan. Collaborative governance menurut
Ansell dan Gash (2007), adalah sebuah pengaturan
kepada lembaga-lembaga publik baik pemerintah dan

stakeholders yang terlibat langsung dalam pengambilan
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keputusan kolektif bersifat formal dan consensus untuk
melaksanakan kebijakan atau mengelola aset publik.

Collaborative governance ini menggambarkan
adanya saling ketergantungan yang menyadari
keterbatasan yang dimiliki sehingga penyelesaian
masalah publik ini perlu kerjasama antara lembaga
pemerintah dan lembaga non pemerintah. Collaborative
governance merupakan proses kolaborasi lintas sektoral
yang membuat keputusan bersama, serta mencapai
consensus melalui interaksi formal dan pengembangan
norma (Alamsyah et al., 2019)

Pada dasarnya dalam merancang sebuah
kebijakan, pemerintah perlu mendengarkan apa yang
menjadi suara publik, maka dari itu diperlukan
kolaborasi antara stakeholders dengan pemerintah yang
disebut collaborative  governance. Collaborative
governance (Yasintha, 2020), menyiratkan bahwa
pemerintah bekerjasama dengan stakeholders, lembaga,
dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang
lebih baik untuk semua orang.

Collaborative governance ini dilakukan dengan
karakteristik adanya forum yang melibatkan lembaga

publik yang terorganisir dan berfokus pada kebijakan
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serta manajemen publik yang meliputi pengelolaan aset

dan program publik.

Model kolaborasi dapat ditentukan berdasarkan
kompleksitas dan tingkat kebutuhannya terhadap
pengembangan pariwisata. Kolaborasi tersebut berfungsi
untuk menciptakan inovasi dan kreatifitas yang
membentuk industri kreatif sektor pariwisata sehingga
dapat menguntungkan berbagai pihak pemangku

kepentingan.

2.5 Strategi Destination Management Organization

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada
tahun 2010 menginisiasi program  “Destination
Management Organization” yang mentargetkan penguatan
internal kelembagaan dalam melakukan kolaborasi dan
harmmonisasi dalam pengelolaan pariwisata. Rahim dalam
(Simanjorang et al., 2020), mendefiniskan Destination
Management Organization sebagai system tata kelola yang
sinergis dan terstruktur yang dapat mengkoordinasikan
semuan unsur dalam destinasi wisata. DMO ini berkaitan
erat dnega penerapan fungsi manajemen untuk melakukan
tata kelola, pengendalian kualitas, pengembangan

infrastruktur, dan manajement stakeholders.
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Pendoman Pembentukan dan Pengembangan DMO,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2010,
menjelaskan bahwa DMO merupakan tata kelola destinasi
pariwisata yang sinergis dan terstruktur meliputi fungsi
koordiinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian
organisasi secara inovatif melalui pemanfaatan jejaring
secara terpadu dengan peran pemangku kepentungan yang
memiliki tujuan bersama

Selain itu, menurut UNWTO dalam Trihayuningtyas
et al., (2018) DMO berfungsi mengkoordinasikan elemen
destinasi (atraksi, amenitas, aksebilitas, citra, SDM, dan
harga), pemasaran, maupun lingkungan yang berkelanjutan
dengan membentuk kemitraan dan koordinasi. Sehingga
mewujudkan pengembangan pariwisata yang
berkelanjutan dan menerapkan pilar SDGs.

Dalam  penerapannya, DMO  memerlukan
keterampilan manajemen secara kompleksitas untuk
mendorong peran aktif para stakeholders. Dalam
pengelolaan pariwisata dan menerapkan fungsi manajemen
dapat dikembangkan masterplan pariwisata terlebih dahulu
untuk merumuskan fokus permasalahan (A. R. S. Putri &
Munawaroh, 2007). Koordinasi yang baik dari setiap
stakeholders mampu membawa pelaku pariwisata terlibat

dalam pengembangan destinasi.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk penelitian

Penelitian ini menggunakan suatu pendekatan
kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
Penelitian kualitatif deskriptif untuk menyelediki dan
menggambarkan masalah dilapangan sehingga hasil
penelitian dapat memberikan gambaran kondisi lapangan
dan fakta yang ada. Penelitian bersifat deskriptif mampu
memberikan gambaran tentang kondisi dilapangan

terhadap objek penelitian.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan untuk pelaku wisata yang
ada di Karimunjawa. Pelaku yang disini adalah yang
terlibat dalam kegiatan pariwisata seperti pemilik rumah
makan, pemandu wisata dan pelaku wisata lainnya yang
melakukan kegiatan wisata sebagai mata pencahariannya.
Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2020.

Pelaksanaan penelitian dilakukan ditengah
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3.3 Responden

Responden pada penelitian ini adalah orang yang
bekerja di sector pariwisata dan terdampak pandemic
Covid-19. Responden yang dipilih adalah pelaku wisata
seperti tourguide, pengusaha rumah makan, pengusaha

wisata yang ada di Karimunjawa.

Pelaku wisata diundang untuk melakukan focus
group discussion untuk menggali informasi tentang kondisi
selama pandemic Covid-19. Melakukan kunjungan ke
beberapa tempat wisata yang biasa menjadi tujuan
wisatawan. Melihat kondisi setelah dibuka kembali untuk

wisatawan.

3.4 Analisa data

Data yang dikumpulkan dari masing-masing
responden dianalisis dengan memberikan gambaran atau
deskripsi dari kondisi informasi atau data yang
dikumpulkan dari seluruh narasumber. Peneliti juga
melakukan observasi pada kondisi wisata di lokasi
penelitian yang memang terlihat mulai bangkit kembali
setelah pembukaan wisatawan asing untuk masuk ke

Karimunjawa.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
Kondisi Karimunjawa

Karimunjawa sebagai destinasi wisata tidak hanya
wisatawan domestic tapi juga wisatawan mancanegara.
Karimunjawa sebagai destinasi yang menyajikan
keindahan alam memiliki daya tarik yang sangat kuat untuk
menarik  wisatawan. Keindahan bawah laut dan
pemandangannya memang sangat indah sehingga sangat
special bagi pengunjung terutama lokasi Karimunjawa
tidak terlalu jauh dari daerah yang ada di Jawa sehingga
semakin besar potensi jumlah pengunjung yang bisa datang

ke Karimunjawa.

Karimunjawa sebagai pulau yang terpisah dari
pulau utama pulau jawa memang tidak memiliki akses
yang sama dengan daerah lain. Karimunjawa memiliki
kendala dalam akses untuk rumah sakit yang besar dan
fasilitas lainnya sehingga penting bagi pemerintah untuk
memperhatikan status Karimunjawa sebagai zona hijau
bebas dari kasus pandemi Covid-19. Karimunjawa sebagai

daerah destinasi wisata sangat rentan terjadinya
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penyebaran pandemi Covid-19 karena ramainya

pengunjung yang datang ke karimunjawa.

Karimunjawa sebagai daerah yang memang tempat
yang menjadi slaah satu destinasi wisata yang memang
dikelola dibawah Batan Taman Nasional Karimunjawa.
Karimunjawa sebagai taman nasional memang sangat
diperhatikan oleh pemerintah melalui badan otoritas yaitu
Badan Taman Nasional. Karimunjawa yang sebagian kecil
wilayahnya digunakan juga sebagai tempat wisata tetap
mendapatkan perhatian dari Badan Taman Nasional.
Sebagai destinasi wisata memang sangat penting untuk
memperhatikan  status Karimnjawa sebagai Taman
Nasional sehingga tidak menggangu beberapa lokasi
terbatas yang ditetapkan oleh Badan Taman Nasional

Karimunjawa.

Karimunjawa yang memang sudah sangat terkenal
terutama di pulau Jawa selalu menjadi salah satu destinasi
favourite bagi masyarakat. Penting untuk membuat aturan
terutama disaat pandemic Covid-19 untuk membuat
batasa-batasan untuk mengurangi terjadinya penyebaran
pandemic Covid-19 terutama pulau Karimunjawa masih

Zona Hijau.
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Pemerintah

Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran sebagai
antisipasi penyebaean pandemic Covid-19, salah satu

contohnya adalah sebagai berikut

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

JI. AR. Hakim Nomor SI Telp: {0291) 591219
JEPARA

Jepara, 17 Maret 2020

Nomor i 5560294 Kepada

Sifat : Penting Yth, 1. Pengelola Obwek Wisata di
Lampiran : - Kabupaten Jepara.

Peribal : Antisipasi Penyebaran Corona . Ketua PHRI Kabupaten Jepara

2
Virus Discase (COVID 19) 3. Ketua PPW Kabupaten Jepara
4. Ketua DPC ASITA Pat Raya
5. Ketua HPI Kabupaten Jeparma
6. Ketua Paguyuban Pelaku Wisata
Kabupaten Jepara

JEPARA

Dasar :
A, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/005942 tanggal 14

Marct 2020 g Peningk Ke pacd terhadap  Resiko
Penularan Infeksi Corona Virus Discase (COVID-19) di Jawa Tengah,
b. Surat Kepala Dinas Kep C za dan Pariwi; Provinsi Jawa

Tengah Nomor 556/908 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penutupan
Sementara Destinast Wisata dan Tempat Hiburan,

¢. Pengumuman dari  Balai Taman Nasional Karimunjawa Nomor
PG.1/T.34/TU/Set.1/03/2020 Tanggal 17 Maret 2020 tentang
Ke 1 dan Penceg Terhadap Resiko Penyebaran Corona
Virus Discase (COVID-19)

bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Schagai upaya untuk mencegah meluasnya penyebaran Corona Virus
Digsease {COVID-19) dan  demi kepentingan masyarakat maka semua
Obyek Wisata yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara
untuk se ditutup i dengan tanggal 29 Maret 2020, dan

¥ i perkeml situasi

akan
vang ada.
2. Obyek Wisata yvang dikelola oleh Swasta, Pemerintah Desa maupun

¥ i untuk melakuk indakan yang sama .

3. Pengelola  Hotel agar ikut memantau  tamu  yang menginap,
mengupayakan penyediaan Alat Pendeteksi Suhu Tubuh serta Hand
Sanitizer, dan segera berkoordinasi dengan Dinas Keschatan apabila

i tamu yang

gejala demam.
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0.

. Operator Biro Perjalanan Wisata disarankan dan dihimbau untuk

sementara wakiu tidak memt wisa i ke Kabupaten Jepara .

. BTN Karimunjawa menutup sementamm seluruh obyek wisata untuk

aktivitas wisata yang berada di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa
dan menjadi kewenangan BTN Karimunjawa.

Untuk sementara wakiu Wisatawan Asing dilarang berkunjung ke
Kepulauan Karimunjawa, dan terhadap Wisatawan Asing yang sudah

berada di Karimunjawa dilakukan pemantauan,

. Selama masa penutupan agar dilakukan gerakan pembersihan dengan

disinfektan dan/atau alat kebersihan lainnya sesuai dengan standar

1L 1

ke sikan dengan Dinas Keschatan Kabupaten

yang

Jepara.

Demikian untuk menjadikan perhatinn dan atas kegjasamanya

disampaikankan terima kasih

S PARIWISATA DAN
BUPATEN JEPARA

e

W, .
O e
S1b 8750406 1993111001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yih :

O

. Plt. Bupati Jepara (sebagai laporan);

. Sckretaris Dacrah Kabupaten Jepara (scbagai laporan);
. Kepala Disporapar Propinsi Jawa Tengah;

- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;

. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara;

6. Camal se Kabupaten Jepara;

7. Kepala Unit Pelayanan Pelabuhan Jepara,

Gambar 4.1 Surat Edaran Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara

Pemerintah daerah mengeluarkan surat melalui

Kepala Dinas Paariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Karimunjawa sebagai antisipasi penyebaran pandemic

Covid-19 terutama di Karimunjawa. Pemerintah

memberlakukan pelarangan bagi wisatawan asing untuk
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berkunjung ke Karimunjawa tujuannya untuk mengurangi
kemungkinan terjadinya penyebaran pandemic Covid-19 di

Karimunjawa.

Berdasakan hasil wawancara dengan pihak Dinas
Pariwisata untuk destinasi wisata memang dikatakan
bahwa penutupan daerah Karimunjawa untuk menjaga
tetan steril atau 0 kasus dari pandemic Covid-19. Status ini
tetap bisa dijaga dengan dilakukan pembatasan untuk orang
yang msuk ke Karimunjawa. Dilakukannya pembatasan
merupakan cara paling efektif ditengah pandemic Covid-

19 belum jelas kepastian pencegahannya.

Pemerintah memang ada anggaran khusus untuk
promosi wisata untuk Kabuaten Karimunjawa salah
satunya Karimunjawa untuk menarik kembali wisatawan
untuk datang berkunjung terutama setelah dibukanya
Karimunjawa untuk wisatawan. Pemerintah lebih konsern
untuk menjaga status Karimunjawa 0 kasus pandemic
Covid-19 untuk tidak terjadi penyebaran ke masyarakat

yang ada di Kaimunjawa.

Pemerintah terus mengupayakan untuk tetap
menjaga kondisi di Karimunjawa untuk tetap kondusif,
pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan terus mendorong masyarakat untuk
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mentaati  protokol kesehatan untuk mempercepat

pemulihan kondisi pandemic Covid-19.

Pemerintah  tetap ~ mendukung  dibukanya
Karimunjawa dengan tetap memperhatikan arahan
pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Jepara tidak
ingin asal buka pintu masuk Karimunjawa karena ada
resiko yang timbul jika tidak memperhatikan atau

mempertimbangkan ternjadi kasus pandemic Covid-19

nantinya setelah dibuka.

Gambar 4.2 Audiensi Dengan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Jepara
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Gambar 4.3 Audiensi Dengan Lurah Karimunjawa

Pihak pemerintah setempat yaitu lurah Karimunjawa
secara pribadi ingin membuka Karimunjawa untuk umum
karena banyak masyarakat banyak yang menggantungkan
hidupnya pada sektor pariwisata. Lurah menyampaikan bahwa
pembukaan Karimunjawa tetap harus atas persetujuan dari
Pemerintah Kabupaten Jepara karena ada hal-hal yang harus
diperhatikan untuk mengurangi resiko terjadinya penyebaran

pandemic Covid-19 di Karimunjawa.

Sebagai Lurah beliau sangat menginginkan segera
dibuka untuk umum karena penting sekali untuk
masyarakat yang harus beralih profesi sebagai nelayan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi yang

belum kondusif memang harus menjadi perhatian serius
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untuk menjaga tidak terjadi penyebaran pandemic Covid-
19 di Karimunjawa. Lurah sebagai perpanjangan tangan
pemerintah harus tetap memperhatikan kondisi krisis saat
ini sebagai kondisi serius yang harus di jaga terutama untuk

kepentingan masyarakat Karimunjawa.

Badan Taman Nasional (BTN)

Badan Taman Nasional Karimunjawa sebagai
badan otoritas untuk pengelolaan Karimunjawa memang
sangat konsern terhadap kondisi Karimunjawa sebagai
salah satu dari beberapa taman nasional di Indonesia.
Penting untuk menjaga kondisi tetap baik dan kondisi
pandemic Covid-19 memberikan kesempatan alam untuk
memperbaiki kondisi selama ini yang mungkin ada

kerusakan akibat dari aktivitas manusia.

Sebagai pengelola badan taman nasional
Karimunjawa kondisi pandemic Covid-19 memang kondisi
yang baik bagi taman nasional karena tidak banyak
aktivitas manusia disana terlepas dari sebagain kecil
wilayahnya digunakan untuk tempat wisata. Aktivitas
manusia diantaranya dengan ramainya pengunjung
Karimunjawa pasti akan mengakibatkan adanya kerusakan

pada alam. Sebagai pengelola atau badan otoritas
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Karimunjawa kondisi sepinya pengunjung menjadi lebih

baik.

Gambar 4.4 Audiensi Badan Taman Nasional Karimunjawa

Setiap kegiatan manusia pasti akan menimbulkan
adanya suatu kerusakan pada alam. Masyarakat setempat
yang memang ingin segera dibukanya taman nasional tetap
mendapatkan dukungan dari Badan Taman Nasional
Karimunjawa tapi atas persetujuan dari pemerintah dan

pihak terkait.

Sebagai badan otoritas atas Taman Nasional
Karimunjawa penting untuk seluruh masyarakat dan
wisatawan untuk bersama-sama menjaga kondisi Taman

Nasional Karimunjawa sebagai kebanggaan bersama.
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Kesadaran masyarakat dan wisatawan merupakan kunci

terjaganya dan keberlanjutan dari Taman Nasional ini.
Pelaku Wisata

Kondisi pandemic Covid-19 memang membawa
masalah baru bagi pelaku wisata di Karimunjawa.
Biasanya ramai dikunjungi oleh wisatawan setelah
pandemi malah kosong tanpa adanya pengunjung akibat
dari pandemic Covid-19. Pemerintah yang memang
menjaga agar tetap menjaga 0 kasus pandemic Covid-19 di
Karimunjawa langsung melakukan pengosongan dari

wisatawan.

upoyo Lali
¢ Sambat

Gambar 4.5 Audiensi Dengan Pelaku Wisata Karimunjawa

Pelaku usaha mulai dari tour guide, pemilik wisata

dan pemilik rumah makan mengaku sepi dengan adanya
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pandemic Covid-19. Ketika melakukan audiensi dengan
tour guide, pemilik wisata dan pemilik rumah makan
memang sangat memprihatinkan untuk  ekonomi
masyarakat yang memang menggantungkan hidupnya pada

sektor wisata.

Kekuatan dari adanya paguyuban memang sangat
membantu ketika ada yang bermasalah dengan ekonomi
keluarga apalagi ketika untuk kebutuhan sehari-hari seperti
makan saja bermasalah. Banyak keluhan yang disampaikan

oleh pelaku wisata terutama bagi mereka yang memiliki

anak kuliah yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Gambar 4.6 Audiensi Dengan Pemilik Pantai Bobby
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Banyak diantara mereka yang memang
mengandalkan adanya bantuan pemerintah selama
pandemi tapi tidak cukup untuk kebutuhan mereka tapi
bantuan itu memang sangat membantu terutama disaat sulit
dimasa pandemic Covid-19. Setelah pembukaan hari
pertama setelah penutupan yang agak lama, semua pihak
berharap tetap bertumbuh dan bertambah pengunjung

datang ke Karimunjawa seperti sebelumnya.

Pemilik Pantai Bobby yang mengatakan sangat
senang dengan dibukanya kembali Karimunjawa untuk
wisatawan. Pengunjung pantai Bobby tampak lumayan
ramai sebagai salah satu destinasi wisata di pulau tama
Karimunjawa. Lokasi pantai Bobby yang tidak terlalu jauh
membuat tempat ini menjadi salah satu tempat yang ramai
dikunjungi wisatawan. Pinem, Sebagai seorang wirausaha
yang terus mengembangkan kreativitas untuk menarik
pengunjung sebagai salah satu cara paling efektif (R.J.
2019)

Hal serupa juga disampaikan oleh pemilik wisata
penangkaran hiu di pulau menjangan besar. Pemilik wisata
mengatakan penutupan Karimunjawa dari wisatawan
sangat berdampak terhadap pendapatannya. Sejak
penutupan Karimunjawa dari wisatawan asing hanya

masyarakat sekitar yang melakukan kunjungan ke tempat
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penangkaran hiu ini. Sepinya pengunjung memang sangat

mempengaruhi pendapatan tempat wisata ini.

Setelah pembukaan Karimunjawa untuk wisatawan
asing memang sangat diharapkan untuk dapat memulihkan
kembali ekonomi masyarakat Karimunjawa yang
menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata.
Kebutuhan untuk pakan dari hewan yang dikembangkan di
tempat wisata ini memang membutuhkan dana yang tidak
sedikit sehingga sangat berdampak ketika pengunjung

tidak ada ke Karimunjawa.
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Gambar 4.7 Audiensi Dengan Pemilik Penangkaran Hiu

Penyebaran pandemic COVID-19 terus mengalami
penyebaran yang cepat di seluruh dunia bahkan sampai saat
ini masih menjadi masalah sehingga memang tidak mudah
bagi pemerintah juga untuk membuka Karimunjawa
ditengah desakan masyarakat terutama masyarakat yang

menggantungkan hidupnya di sector pariwisata.
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Gambar 4.8 Audiensi Dengan Pemilik Bukit Cinta

Pemilik tempat wisata Bukit Cinta Karimunjawa
juga mengaku hal yang sama sangat sepi sekali ketika
dilakukan penutupan terhadap Karimunjawa. Pengunjung
hanya masyarakat sekitar dan beberapa kapal yang
bersandar beberapa saat sebelum melanjutkan perjalanan
ke tujuan selanjutnya. Khusus wisatawan yang memang

benar-benar berkunjung memang tidak ada sama sekali.
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Sebagai masyarakat biasa tidak bisa berbuat apa-apa

kecuali mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah.

Sebagai pemilik tempat wisata dan memiliki
pekerja memang harus dirumahkan sementara karena
kondisi tidak mendukung karena pandemic COVID-19
tidak banyak pengunjung. Setelah dibuka memang ramai
pengunjung terutama pada sore hari, dan pengunjung tetap
diingatkan untuk menjaga protocol kesehatan sebagai salah
satu langkah untuk mengurangi penyebaran pandemic

COVID-19.

Hari pertama pembukaan tempat wisata
Karimunjawa memang langsung ramai wisatawan yang
berkunjung, terlihat ketika pada keberangkatan di pintu
masuk kapal di Jepara. Banyak pengunjung yang bersiap
untuk berangkat ke Karimunjawa terlihat kepadatan
pengunjung pada pintu masuk kapal. Pengunjung
Karimunjawa setelah dinyatakan dibuka memang sangat
ramai terlihat keramaian pada pintu masuk sebagai bukti
bahwa banyak masyarakat yang sudah menantikan

dibukanya Karimunjawa.
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Gambar 4.9 Kondisi Pintu Keberangkatan Jepara

Kepadatan penumpang yang ingin menyeberang ke
karimunjawa tetap memperhatikan protokol kesehatan
dengan tetap menggunakan masker dan petugas yang terus
memperingatkan penumpang terutama pengechekan suhu
tubuh sebelum masuk ke kapal. Pihak pelabuhan tetap
melakukan peringatan bagi pengunjung untuk tetap

menjaga protokol kesehatan selama dalam kapal.

Penumpang dalam kapal juga tetap dibuat berjarak
sebagai langkah untuk pencegahan pandemic COVID-19.
Setiap penumpang dibuat jarak satu kursi dikosongkan
sehingga membuat penumpang kapal merasa lebih nyaman

menggunakan jasa kapal. Seluruh petugas memang tetap
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dengan ketat memperhatikan protocol kesehatan dengan

tetap memperhatikan kondisi penumpang.

Gambar 4.10 Kondisi Pintu Keluar Kapal

Penurunan penumpang dari kapal begitu sampai di
pulau Karimunjawa langsung diawasi oleh aparat
keamanaan dari Kepolisian dan TNI. Konsern pemerintah
terhadap penumpang sangat tinggi apalagi Karimunjawa
masih 0 kasus pandemic COVID-19. Kerja sama seluruh
pihak terkait memang sangat dirasakan di pintu keluar

kapal untuk masuk ke Karimunjawa.

Pemerintah membuka pintu untuk wisatawan
berkunjung ke Karimunjawa memang sangat serius untuk
pengontrolan penumpang. Penumpang yang sampai di
Karimunjawa tetap dicheck suhu dan harus cuci tangan

sebelum masuk ke pulau. Dan seluruh penumpang wajib
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menunjukkan surat dari rumah sakit bebas pandemic
COVID-19. Ketatnya aturan masuk ke Karimunjawa
memang suatu langkah yang baik untuk menjaga masyarat
terhindar dari pandemic COVID-19 dan tetap bisa

menghidupkan kembali roda perekonomian masyarakat

yang ada di Karimunjawa.

Gambar 4.11. Kondisi Rumah Makan di Setelah Karimunjawa
dibuka Untuk Wisatawan

Setelah  dibukanya  Karimunjawa terlihat
pengunjung salah satu rumah makan di Karimunjawa
sangat ramai pengunjung. Seluruh pihak memang mengaku
sangat senang dengan dibukanya Karimunjawa untuk
wisatawan apalagi pelaku wisata sangat menantikan sudah

sangat lama karena sangat sepi pengunjung. Seluruh pihak
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berharap kondisi segera normal seperti sebelum pandemic
COVID-19. Pemerintah bisa menggunakan atau
menggalakkan sosial media platform termasuk pelaku

wisata untuk Bersama-sama menarik pengunjung (Pinem,

2019)

Gugus Covid-19

Gambar 4.12 Gugus Covid-19 Memeriksa Surat Bebas
Covid-19

Gambar diatas terlihat petugas melakukan
pengecheckan terhadap surat bebas Covid-19 yang dibawa
oleh penumpang sebagai salah satu syarakat masuk ke
pulau Karimunjawa. Ini sangat penting sekali mengingat

memang pentingnya menjaga kondisi Karimunjawa
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sebagai zona hijau dan 0 kasus dari pandemic COVID-19.
Petugas gugus Covid-19 sangat cepat dibantu petugas
untuk melakukan pengechekan sehingga semua proses

begitu cepat.

Pihak Gugus Covid-19 melakukan pengecheckan
dengan sangat sigap. Antrian penumpang yang ramai
memang kelihatan di pintu masuk Karimunjawa. Seluruh
penumpang antri untuk mendapat approval dari pihak
Gugus Covid-19. Seluruh pengunjung tetap diingatkan
tetap mentaati protocol kesehatan selama berada di

Karimunjawa.

Kondisi yang mulai ramai pengunjung ke
Karimunjawa diharapkan seluruh pihak bisa saling
berkoordinasi untuk mencegah pandemic COVID-19
masuk ke Karimunjawa. Karimnujawa satu dari beberapa
daerah yang masih zona hijau sedangkan pintu masuk ke
Karimunjawa yaitu Kabupaten Jepara dan Kota Semarang
berada pada zona merah. Kondisi ini merupakan salah satu
yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat sangat
mudahnya masuk pandemic COVID-19 ke Karimunjawa

melalui pengunjung.

Kerja sama seluruh pihak memang sangat

dibutuhkan untuk tetap menjaga kondisi Karimunjawa
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bebas pandemic Covid-19. Seluruh pihak memang terlihat
menginginkan kondisi seperti dahulu untuk menjaga
ekonomi masyarakat baik dan seluruh pihak juga secara
bersama-sama mengingatkan protokol kesehatan bagi

seluruh pengunjung Karimunjawa.

Masyarakat yang ada di Karimunjawa sangat
senang menyambut para wisatawan yang sudah kembali
meramaikan Karimunjawa setelah berbulan-bulan tidak
ada pengunjung. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah
dengan dibukanya Karimunjawa diharapkan ekonomi

masyarakat tumbuh dan normal kembali seperti sebelum

pandemic Covid-19.

Gambar 4.13 Audiensi Dengan Masyarakat

Kondisi pandemic Covid-19 sangat memberikan

dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat.
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Pembatasan kegiatan membuat beberapa masyarakat
kebingungan harus melakukan apa ditengah pandemic
Covid-19. Masyarakat banyak yang beralih profesi menjadi
nelayan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan
keluarga. Sebagai salah satu yang bisa dilakukan oleh
masyarakat Karimunjawa adalah mencari pekerjaan lain
yang bisa dikerjakan untuk menghasilkan uang. Salah satu
yang bisa dilakukan adalah menghasilkan produk organic
sekaligus untuk menarik wisatawan yang berkunjung ke

Karimunajwa (Pinem, 2018, 2019a, b).
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BAB YV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kondisi pandemic Covid-19 memberikan banyak
perubahan dalam kehidupan masyarakat terutama
masyarakat yang bergerak di sektor pariwisata.
Pembatasan kegiatan masyarakat bahkan menutup secara
total wisatawan yang masuk ke Karimunjawa sangat
berdampak besar bagi ekonomi masyarakat. Dari penelitian

ini dapat disimpulkan:

1. Pemerintah tetap memberikan arahan kepada
seluruh pelaku wisata dan pihak terkait untuk tetap
memperhatikan kondisi Karimunjawa berada pada
zona hijau.

2. Pemerintah sudah memberikan izin dibukanya
Karimunjawa untu kwisatawan dengan tetap
memperhatikan protocol kesehatan.

3. Pemerintah dengan bantuan Polisi, TNI, dan gugus
Covid-19  berkoordinasi untuk melancarkan
dibukanya kembali Karimunjawa untuk wisatawan
dan masyarakat luar.

4. Pelaku wisata menyambut baik dibukanya kembali

Karimunjawa untuk wisatan sehingga dapat
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menggerakkan kembali ekonomi masyarakat
terutama di sector pariwisata.

Pemerintah dan pihak terkait yang memiliki
keterkaitan dengan sector pariwisata tetap
melakukan koordinasi untuk menjaga kondisi
Karimunjawa tetap 0 kasus pandemic Covid-19 dan

tetap berada pada zona hijau.

5.2 Saran

Saran untuk pelaku pariwisata dan pemerintah

untuk meningkatkan kembali pariwisata di Karimunjawa

yang sebelumnya sudah di tutup total dan saat ini dibuka

kembali untuk umum, diantaranya:

1.

Semua pihak harus memberlakukan protocol
kesehatan dengan sangat ketat untuk menjaga
jangan sempat terjadi ada kasus korban pandemic
Covid-19 di Karimunjawa terutama lokasi
Karimunjawa diluar pulau utama Pu lau Jawa.

Pelaku wisata harus tetap memberikan pelayanan
yang mendukung protocol kesehatan sebagai

preventif pandemic Covid-19.
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3. Memberlakukan pembatasan untuk beberapa
kegiatan yang dianggap berpotensi untuk
penyebaran pandemic Covid-19.

4. Memberikan informasi kepada calon wisatawan
baik dari pemerintah dan pelaku wisata terhadap
kegiatan yang diperbolehkan dan yang tidak selama
berada di Karimunjawa.

5. Penting bagi pemerintah dan seluruh pihak untuk
membantu mempromosikan pariwisata
Karimunjawa yang sempat ditutup untuk smeentara

waktu.
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Karimunjawa

Kolaborasi

Pandemic

Protokol

Kesehatan

Stakeholder

Zona hijau

GLOSARIUM
Pulau di utara Jawa Tengah yang terpisah

dari pulau Jawa dan menjadi tempat
kunjungan wisata dan berstatus sebagai
Taman Nasional.

Kerja sama antara pihak pemerintah dan
swasta untuk menangani suatu masalah
atau meningkatkan sesuatu yang masih
bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.
Kondisi penyakit yang menyebar ke
banyak daerah bahkan lintas negara dan
benua penyebarannya.

Salah satu langkah untuk mencegah
terjadinya penyebaran Covid-19 dengan
cara memakai masker, mencuci tangan
dan menjaga jarak.

Semua pihak yang terkait dengan sesuatu.
Misalnya pihak-pihak yang mememiliki
keterkaitan terhadap objek tersebut.
Daerah yang kasus pandemicnya tidak
adalagi dan kemungkinan penyebarannya

sangat kecil.
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